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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Bahwa pengaturan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kebebasan menyatakan pendapat, 

secara normatif telah diatur dalam UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta instrumen HAM 

internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pasal 66 UU PPLH yang 

diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIX/2021 pada 

dasarnya memberikan perlindungan anti-SLAPP bagi setiap orang yang 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, sehingga secara normatif tersedia 

dasar hukum untuk melindungi pembela lingkungan dari tuntutan pidana 

maupun gugatan perdata. 

2. Bahwa kriminalisasi pemuda adat Poco Leok dan belum efektifnya tanggung 

jawab negara dan perusahaan. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemuda adat Poco Leok yang menolak proyek PLTP Ulumbu Unit 5–6 

bertindak sebagai pembela lingkungan karena mempertahankan ruang hidup, 

tanah ulayat, dan lingkungan hidup masyarakat adat, namun justru mengalami 

rangkaian kriminalisasi melalui penggunaan pasal-pasal sektoral dan 

pasal-pasal KUHP, serta tekanan melalui mekanisme konsinyasi dalam 
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pengadaan tanah. Pola ini mencerminkan belum efektifnya pelaksanaan 

kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak 

masyarakat adat, serta belum terpenuhinya tanggung jawab perusahaan dan 

lembaga pendanaan untuk menghormati HAM, menjamin partisipasi 

bermakna, dan mencegah kriminalisasi pembela lingkungan dalam proyek 

geothermal di Poco Leok. 

B. Saran 

1. Disarankan upaya penguatan implementasi perlindungan pembela lingkungan 

oleh negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menempatkan hak 

atas lingkungan hidup dan kebebasan menyatakan pendapat sebagai rujukan 

utama dalam menangani konflik lingkungan, dengan menjadikan Pasal 66 UU 

PPLH dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIX/2021 sebagai 

pedoman operasional. Dalam kasus serupa dengan Poco Leok, penanganan 

seharusnya mengedepankan pemenuhan hak atas informasi, partisipasi 

bermakna, dan FPIC, serta memastikan bahwa instrumen pidana dan perdata 

tidak digunakan untuk mengkriminalkan pembela lingkungan. 

2. Disarankan kepada pemerintah terkait untuk menerapkan uji tuntas HAM dan 

pencegahan kriminalisasi oleh perusahaan dan pendukungnya. Perusahaan dan 

lembaga pendanaan yang terlibat dalam proyek energi, khususnya di wilayah 

adat, perlu menerapkan uji tuntas hak asasi manusia secara menyeluruh sejak 

tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, termasuk memastikan hormat 
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terhadap FPIC dan tidak mendorong atau memanfaatkan proses hukum yang 

mengarah pada kriminalisasi masyarakat yang menolak proyek. Komitmen ini 

penting agar pembangunan, termasuk transisi energi, tidak memperdalam 

ketidakadilan struktural dan tidak mempersempit ruang gerak masyarakat adat 

serta pembela lingkungan. 
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